
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 11 TAHUN20I2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 34 TAHUN 201
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAl

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG.

Mcnimbang : a.

b.

bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 973/87/Keu,
tanggal 10 Januari 2012, perihal Pagu Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2012, Sural Kepala Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung Nomor
900/060/KKPP, tanggal 6 Pebruari 2012 Perihal Permohonan Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2012, . maka perlu merubah Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 34 Tahun 201 1 mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 i;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36S8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-UndangNomor 15"Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anlara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027 ):
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 'Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592 );

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 'Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2008 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, 'Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP.IPD) Kabupaten
KlungkungTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Klungkung Tahun2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2011 lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011
Nomor 10);

35. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2012(Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun2012 Nomor 6):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN Bl 'PATI KLUNGKUNG NOMOR 34
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN'
ANGGARAN 2012.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 'Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 201 1 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 201 1 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012 diubah.
sehingga keseluruhan Lampiran I Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 201 I lentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran
2012 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 201 1 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012. untuk
urusan wajib pendidikan pada organisasi Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga. urusan
wajib otonomi daerah, pemerintahan umum. administrasi keuangan daerah. perangkat daerah.
kepegawaian dan persandian pada organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct.
serta urusan wajib ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diubah.
sehingga keseluruhan Lampiran II Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 201 1 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran
2012 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mcrupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI KLUNGKUNG.

I WAYANCANDRA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAKftAll KABUPATEN KLUNGKUNG.

SRITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR
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